BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari semua uraian bab-bab yang telah penulis kemukakan dalam skripsi
mengenai “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian
Uang Dari Hasil Perjudian Online Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang 7, ada beberapa hal yang penulis tarik sebagai kesimpulan, diantaranya

sebagai berikut :

1.  Tindak Pidana Pencucian uang atau money laundry mempunyai ciri
khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal
tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang
sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan
lanjutan, sedangkan kejahatan atau kejahatan asalnya disebut sebagai
predicate offence atau core crime.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dapat
dilihat dalam ketentuan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No.8 Tahun
2010 bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk
kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun korporasi
dengan  sengaja  menempatkan,  mentransfer  mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan mengibahkan, menitipkan, membawa

keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau
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surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta
kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

3. Kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang seiring
dengan berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
yang bertujuan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang
dirasakan belum optimal karena peraturan perundang-undangan yang
berlaku masih memberikan ruang terhadap penafsiran-penafsiran yang
berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian
sanksi, pergeseran beban pembuktian masih belum dimanfaatkan
secara maksimal, keterbatasan akses informasi, sempitnya infomasi
cakupan dari pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas

maupun wewenang dari para aparat penegak hukum.

B. Saran
1. Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang perlu
perhatian khusus dari pemerintah maupun aparat penegak hukum agar
kemudian hari tidak terjadinya ketimpangan hukuman dengan kasus yang

sama.
2. Pencucian Uang masih sulit untuk dibuktikan karena pencucian uang
sering dilakukan dengan memanfaatkan jasa atau fasilitas yang diberikan
perbankan sehingga diperlukan aturan tegas yang mengatur mengenai jual

beli rekening walaupun diperoleh secara legal namun seringkali digunakan
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sebagai tempat atau wadah menampung hasil dari kejahatan contohnya

dari hasil perjudian online.

. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dapat banyak yang lolos dari
jeratan hukum karena masih terdapat celah hukum dalam menerapkan
sanksi pidana terhadap pelaku tersebut, maka diperlukan pembaharuan

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang lebih konkrit.
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